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PENDAYAGUNAAI\ APARATT'R NEGARA
DAN REFOR]VIASI BIROI.RASI

REPT]BLII(II\UX)NESIA

PERATURAN MENTERT
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

, DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONE,PIA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TBKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

iVIENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27
dan Pasal 3O Peraturan Presiden Nornox. 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
perlu rnenetapkan Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Petunjuk Teknis Pen5rusunal penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Mengingat

Kinerj a Instansi Pemerintah;

: 1. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendakraraarl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5);

2. Peratrrran Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan' Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah

(Lernbaran lYegara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a6l4l;

3. PeraturanPresiden Norrror 24 Tahun 2OtA tentang
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kernenterian Negara

serta Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden

. 
Nomor 135 Tahun2OI4; 4. peraturan



)-
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Talrun 2A74 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia., Nomor 165

Tahun 2Ol4 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kabinet Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEIYYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pen5rusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kineda
dipergunakan sebagai pedoman bagr setiap instansi
pemerintah dalam men1rusun Perjanjian Kinerja,
Peiaporan Kinerja dan Tata Cara Re'""iu atas Lapor€m
Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pen5rusunan Perjanjian Kinerja
sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 1, tercantum da"lam

lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

4.

5.

Pasal 3
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Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tatrun 2014 berpedoman
pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peratrrran Men.teri ini mulai berl4ku,
Peraturan Menteri Perrdayagunaan Aparatrrr Negara
Nornor 29 tahun 2O1O tentang Pedoman Pen5rusunan
Penetapg.n Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kineda
Instansi Pernerintah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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orang rnengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Menteri ini dengan
dalam Berita Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2OL4

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Agar Setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR...
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I-AMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2A74
TENTANG
PETUNJUK TEKMS PERJANJTAN KINERJA,
PELAPORAN KINER*IADAN TATA CARA RE\rIU ATAS
LAPORAN KINER.'A INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJTII( TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINER.IA INSTANSI PEMERINTAH

PER.IANJIAN KINER^'A

Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggr kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Meialui pedanjian kinerja, terwujudlah
korrritrnen penerirna arnanah dan kesepakatan antara penerirna dan
pernberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewena-i-rg serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tatrun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcomel yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelurnnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga rnencakup outcome yarrg dihasilkan
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerj a setiap tahunnya.

T\rjuan Penyusunan Perjanjian I(inerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja Aparatur;

2- Menciptakan tolok
aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pernberian penghargaan
dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi a'nanah untuk rrelakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam peiretapan sasaran kinerja pegawai.

B.

ukl. kinerja s"ebagai dasar evaluasi kinerja

C- Pen5rusunan Kinerja. ..
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C. Penyusunan PerJanjian I(inerja

1. Pihak yang menJrusun Perjanjian kinerja
a. Kementerian/Lembaga

1) Pimpinan tertinggi (Menteri dan pimpinan Lernbaga)
Kementerian/Lembaga men]ruslln perjanjian Kinerja tingkat
Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/
Pimpinan Lernbaga.

Pimpinan unit kerja (eselon I)

Perjanjian Kinerja di tingkat
ditandatangani oleh pejabat yang
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pimpinan Satuan Kerja
Perjanjian kinerja di tingkat satuan
pirnpinan satrran kerja dan pimpinan

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota
1 ) Pirnpinan Tertinggi (Gu bernur / Bupati / Walikota)

Pernerintah Provinsi/Kabupaten/Kota InenJrusun perjar{ian
kinerja tingkat pemerintatr provinsi/Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

2) Pimpinan Satuan Kinerja pemerintah Daerah (SKPD)
Perjanjian kinerja ditingkat sKpD dan unit kerja mandii-i
Pernerintah Provinsi/Kabupaten /Kota disusun oleh pimpinan
SKPD kemudian ditandatangani oletr Gubernur /Bupati/
Walikota dan Pimpinan SKpD/unit kerja

c. Selain yang diatur di atas, Menteri/pirnpinan Lernbaga/Gubernur/
Bupati/walikota dapat memperluas praktek penjrusunan
perj anj ian kinerja sesuai kebijakan internal.

Waktu pen1ru sunan perjanjian kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun seteldh suatu instansi pemerintah
telah menerima dokumeri pelaksana€rn"anggaran, paling larnbat satu
bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator
Perjanjian Kinerja menyqfikan Indikator Kinerja utarna yang
rnenggarnbarkan hasil-trasil yang utam.a dan kondisi yang seharrsnya,
tanpa nlengesalnpingkan indikator lain yang relevan.

2)

3)

unit kerja (Eselon I)

bersangkutarl dan disetujui

kerja ditandatangani oleh
unit kerja.

b.

2.

3.

1- Untuk tingkat...
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untuk tingkat K/L/pernda sasaran yang digunakan rnenggarnbarkan
dampak dan outcome ya',.g dihasilkan serta ,oenggunakan Indikator
Kinerja utama K/L/pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
untuk tingkat Eselon I sasaran ya,g digunakan menggarnbarkan
dampak pada bidangnya dan outcom.e ya,g dihasilkan serta
Inenggunakan Indikator Kinerja Utarna Eselon I dan indikator kinerja
lain yang relevan.

Untuk tingkat Eselon II sasaran ya'.g digunakan rnengga,nbarkan
outcome d,art outpuf pada bidangnya serta ,,,enggunakan Indikator
Kinerja utarna Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

D- Form.at Perjanjian l(inerja
Secara urrlurn forrnat Perjanjiarr Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagiarr.,
y-aitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Larnpiran perjanjian Kinerja.
Selain itu harus juga diperhatikan rnuatal yang disajikan dalarn
pe{anj ian kinerj a tersebut.

1- Pernyataan perjanjian Kinerja
Pernyataan perjanjian Kinerja ini paring tidak terdiri atas:
a' Pernyataan untuk mewujudkan su.atu kinerja pada suatu tahun

tertentu;
b- Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Contoh Formulir perjanjian Kinerja:

1) Kementerian/Lernbaga/provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada
anak lampiran I/L_6.

2) Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja terdapat
pada anak lampiran T/2_6.

2. Larnpiran perjanjian Kinerja

Lampiran perjanjian Kinerja merupakan , bagian yang tidak
terpisahkan dararn d.okumen 

_ 
perjanjian kinerja. Informasi yang

dis4jikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan
tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak iampiran berikut:
Contoh Formulir Lampiran perjanjian Kinerja:
1) Kementerian/Lernbaga/provinsi/Kabupaten /Kota terdapat pada

anak lampiran I/3-6.
2) Unit Kerja terdapat pada anak larrrpiran I/4_6.
3) satuan Kerja Perangkat Daerahterdapat pada anak lampiranl / s-6.

,i

!

1.

2.

3.

4) Satuan Kerja...
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4

4) Satuan Kerja terd.apat pada anak lampiran tl6-6-
Bagi kementerian/lernbaga yang berkewqiiban menyahrrkan dana

dekonsentrasi dan dana dalam rangla. trrgas pembantua-n, maka

disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pirnpinan unit
organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan

pirnpinan satrran keda pemerintah daerah yang melaksanakan tugas

tersebut.
Bagi Satuan Kerja Pernerintatr Daerah yang dalam mencapai

kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka

tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (pgnjelasan) yang

cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

E. Rewisi dan Penrbahan Perjanjian l(inerja
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam ha1 terjadi

kondisi sebagai berikut:
. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

Perubahan datarn strategi yang melnpengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan prograrn, kegiatan dan alokasi anggaran);

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran-

t
,ri

!

4.

PERT\TYATAAN PER.IANJIAN. . .



LAMPIRAN r/ L-6ANAK

PERI{YATAAN PER.'ANJIAN KINER'IA

TINGKAT KEMENTERIAN/I-EMBAGA/PEMERINTAH
PROVIN SI / I(ABUPATEN/ KOTA

ItrL
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-Logo lembaga-

PER.'ANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka rnewujudkan mana,jemen pemeriretahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
1nl:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjaljian ini, dalarn rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertrasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Menteri / Pimpinal Lembagal Gubernur / Bupati / Walikota

PERT{YATAAN PEII.JANJIAN. . .



ANAK T.AMPIRAN t/2_6

PERNYATAAN PER.'ANJIAN KINER.IA
TINGKAT UNIT KERJA/ SKPD/SATUAN KER.IA
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-Logo Lernbaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manqjemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Narna

Jabatan :

setanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan :

selaku atasan pihak pertarna-, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
rrrenenga}. seperti yang telah citetapkan dalam dokurnen perenca-naan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineqia tersebut rnenjadi
tanggung jawab kard.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakas
yang diperlukan dalarn rangka pemberia, penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CONTOH FORMULIR...



ANAK LAMPTRAN t/3-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PER.'ANJIAN KINERJA
KEMENTEzuAN / LEMBAGA/ PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA

a---

ritii!
!l

PERJANJIAN KINEzuA TAHUN 2OXX

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Prograrn' Anggatan

.2Oxx

Menteri / Kepala/ Gubernur / Bupati I Watikota

Rp

Rp

1

2

No. Sasaran Strategis Indikator Ifinerja Target

(1) (2) (3) (41

Penjelasan pengisian tertradap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi nt urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasara:l strategis K/L/Pernda atam kondisi

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolorn (3) diisi dengan indikator kinerja utarna dan indikator lain

dati K/L/Pemda yang relevan Cengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

4) Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya d.icapai oleln K/ L /Pemd.a;

5) Pada kolom...
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5) pada kolom Progrem diisi dengan rlerTra program K/L/Pernda

terkait dengan sasaran yang akan dicapai;

6) pada kolom Anggaran diisi dengan besaran a4ggaran

d.ialokasikan untuk mewrrjudkan sasaran yang diperj anjikan -

yarrg

yang

CONTOH FORMULIR...



ANAK LAMPIRAN Il 4-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA

t

\

I(egiatan

Atasan Pimpinan Unit Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

Anggaran

Rp

Rp

2Oxx

Pimpinan Unit Kerja

UNIT KERJA

No.
Sasaran Progralm/

I(egiata.n
Indikator l(inerja Target

(1) {21 (3) (4)

-a
e
4
-
4
a
-
-4
a

Penjelasan pengisian lampiran di atas ldalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pad.akolom (2) diisi i.rrgrn sas€rran program unit kerja atau kondisi

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
setelatr dilaksanakanrrya prograrn tersebut;

3) Pada kolom (3) diisi dengan inCikator kinerja uta:rra dan indikator lain
dari unit kerja yang relevan dengan sasaran prograrn atau kondisi
yang ingin diwujudkan;

4) Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

5) Pada kolom...
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10

Pada kolom Kegiatan diisi dengan IraIIra kegiatan unit kerja pada

tahun tersebut;

Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan

oleh u-nit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

t
\

CONTOH FORMULIR...



ANAK LAMPIRAN r/5_6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PER.IANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGI(AT DAERA}I

11

SKPD

No. Sasaran Strategis Iadikator I(inerja Target

(1) {2t (s) {4)

Program

Gubernur/ Bupati / Watikota

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OX)r(

Rp

Rp

Anggaran I(eterangan

Pirnpinan SKPD

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kotrorn (1) diisi no urut;
2l Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan;

3l Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utarna dan indikator lain
darisKPD yang relevan dengan sasar€r' atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

4l Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai atau
setrarusnya dicapai oleh SKpD pada tahun tersebut;

5) Pada kolom Program diisi dengan narrra prograrn yang terkait dengan
sasaran strategis;

6l Pada kolom Anggaran diisi d.engan jumtatr anggaran yang dialokasikan
pada prograrn tersebut

7) Pada kolom...



a2

Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting,

misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas

Pembantuan) dan hal penting lainnya.

tl-
f,r.-d
Irlr
Er-.Il-t-.IE'i
[!.--
l_rrr--
l_r--I
l_rt--
l_rrr-t:L.-
t_
EII
l_!-l_
El-Il-
t-t)LF'Lt-L
F€L
E5
l_Irla
2

CONTOH FORMULIR...



ANAK I/.MPIRAN U6_6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAI{ PER-'ANJIAN KTNERJA

SATUAN KER"'A

I -------------
ql
r!

PERJANJIAN KTNERJA TAHUN 2OXX

SATUAN KERJA

Kegiatan Atrggaraa

Rp ...

2oxx

Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker

Penjelasan pengisian tertradap larnpiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasararr strategis satuan kerja atau kondisi

terakhir yang seharusnya terwqiud pada tahun yang bersangkutan;

No. Sasaran Iadikator l(inerJa Target

(1) {2) (3) {41

3) Pada kolom...



3)

4)

t4

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja
lain dari satuan kerja yang relevan dengan sasararr atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

Pada kolom (a) diisi dengan target kireerja yarrg akan dicapai dicapai atau
seharusnya dicapai oleh satuan keda pada tahun tersebut;

Pada kolom Kegiatan diisi dengan narna kegiatan yang terkait dengan

sasaran yang akan dicapai;
Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk
mencapai sasaran yang dimaksud

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

T'TD

YUDDY CHRISNANDI

\st
!
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A.

LAMPIRAN U
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2AI4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINER.JA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK TEI(NIS

PENYUSUNAN LAPORAN KINER.'A INSTANSI PEMERINTAH

Pengertian Pelaporan I(inerja
Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

pen5rusllrran laporan kinerja adalall pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosure) secara mernadai trasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan l(inerja
1. Mernberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinarnbungan bagi instansi

pernerintah untuk meningkatkan kinerj anya.

Forrnat laporan kinerja
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi

yang men5rusun perjanjian kinerja dal rnenyqjikan informasi tentang:
1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
prograrn/kegiatan dan kondisi terakhir yang selrarusnya terwujud.
Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan surnber daya.

(Contoh Format laporan kineda terdapat pada anak larnpiran II/ L)

Penyarnpaian Laporan l(inerja
Pirnpinarr Satuan Kerja men5rusun dan menyam.paikan Laporan Kinerja

kepada Pimpinan Unit Kerja- Pimpinan unit kerja rnen5rusun laporan

kinerja tahunan" tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang

disepakati dan rnenyarnpaikannya k€pada Merrteri/ Pimpinan Lembaga.

c.

D.

Menteri/Pimpinan...
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Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun Laporan Kinerja tahunan tingkat
Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang

ditandatangani dan menyarnpaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri

Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi paling larrbat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk
pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan

pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menJ,'usun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian

kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada

Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Bupati/Walikota menJrusun Laporan Kinerja tahunan
pernerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang

ditandatangani dan menyarnpaikannya kepada Gubernur, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pernbangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatrrr Negara dan

Reforrnasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling larnbat 3 (tiga)

bulan setelah tatrun anggaran berakhir-

Grrbernur /Bupati/Walikota men1rusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kineda yang ditandatangani dan

rnenyarnpaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangqnan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi, dan Menteri

Ddam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulq4 setelatr tahun anggaran

berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk
pelaksanaan internal melianisme penyarnpaian perjanjian kinerja dan

pelaporan kinerja.

E. Pengukuran l(inerja
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukttran kinerja dalam rangka rrrenjarnin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifrkasi output dan outcome yar.lg akan dan seha:r'usnya dicapai untuk
mernudahkan terwuj udnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja ditakukan dengan membandingkan antara kinerja
yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja, yang diharapkan. Pengukuran

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwutan) dan tahunan. Pengukuran

Dan Pernbandingan...
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dan pembandingan kinerja dala-m lalroran kinerja harus cukup

menggarnbarkan posisi kinerj a instansi pemerintah.

Indikator l(inerja
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggarnbarkan

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit
organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria

spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.

Indikator l(inerja Utarna

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

rnerrggambarkan kinerja utama instansi pernerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta rnandat (core business) yang diernban. IKU dipilih dari

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

rnernpertratikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja

yarrg baik. IKU perlu ditetapkan oletr pimpinan Kernenterian/Lernbaga/

Pernerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan

organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kernenterixt/Letnbaga/

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome)

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator

hasil (outcome) dan atau keluaran (output)yang setingkat lebih tinggi dari

keluaran (output)unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja

(setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran

(output).

Pengurnpulan Data l(inerja
Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelola4n kinerja, mala data kinerja harus dikumpulkal
dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan

indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data,

penanggungjawab, mekanisrne perhitungan dan media y'ang digunakan.

G.

H.

ANAK LAMPIRANII/ 1
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CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

sistematika laporan yalg dianjurkan adalal: sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dis4jikan penjelasan llmum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utarna (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun Yang bersangkutan-

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pad.a sub bab ini dis4jikan capaian kinerja organisasl

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasii pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capalan kinerja

sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan rea-lisasi

kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tatrun lalu dan

beberapa tahun terakhir;
Mernbandingkan realisasi kinerj a sarnpai dengan

tal.un ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencaxaan strategis

organisasi;
Mernbandingkan realisasi kinerja ta1.un ini
dengan standar nasional (iika ada);

Analisis penyebab keberhasilan / kegagal.an atau

peningkatan / penurunan kinerj a serta alternative

solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.

4.

5.

I
I
I
t
I
t
I
I
I

_l

7. Analisis ...
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyata.an kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan reatisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas chpaian
kinerja organisasi serta langkah di lnasa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan
kinerjanya.

Bab IV

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) I^ain-lain yang dianggap perlu

MENTEzu

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,
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YUDDY CHRISNANDI



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 201.4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,
PELAPORAN KINER.'A DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINER.IA INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN

TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN IilNER.IA

A. Pengertian Rerriu atas laporan kinerja
Reviu ada-la-h penelaahan atas laporan kinerja untuk rnernastikan bahwa
laporan kinerja telah rnenyajikan informasi kinerja yang andal, akurat
dan berkualitas.

B- T\rjuan
Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pernerintah
adalah:

a. Mernbantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pernerintah.

b. Mernberikan keyakinan terbatas mengenai akrrrasi, keandalan, dan
keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat
rnengtrasiikan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk rnencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu rnenemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesa-lahan
penyajian datalinforlnasi dan penydian laporan kinerja, maka unit
pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atam koreksi atas
kelernahan / ke s alahan tersebu t secara berj eaj an g.

C. Tata Cara Rewiu

1. Pihak yang melaksanakan reviu
Laporan kinerja harus direviu oteh auditor Aparat Pengawasan Intern
Pernerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan
dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel
dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penlrusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Revfur harus sudah selesai sebelum
ditandatangani pimpinan dan sebelurn disampaikan kepada Menteri
PAN dan RB.

7. Ruang lingkup ...
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Ruang lingkup pelaksanaan revirr
a) Metode pengumpulan data/informasi

Ha1 ini dilakukan terkait untuk menguji keandatan dan akurasi
data/informasi kinerja yang disajikan daram Laporan Kinerja.

b) Penelaal-an penyelenggara€rn SAKIP sec€rra ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasara antara perencanaan
strategis di tingkat Kernenterian/l*rnbaga/pemerintah Daerah
dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, teruta-rna dalarn
hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, prograrn dan
kegiatannya.

c) Penyusunan kertas kerja reviu
Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau

informasi kinerja dalam laporan kinerja;
2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIp;
3) Hal yang direviu dan langkah_langkall reviu yang

dilaksanakan;
4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulal/

catatan pereviu.
d) Setelah melaicukan revi,, perevi, Lrarus rnernbuat srlrat

pernyataan telah dir:eviu dan surat tersebut rnerupakan bagian
dari laporan kinerja.

e) Reviu dilakukan tranya atas raporan kinerja tingkat K/L/pernd"a
saja.

Pelaporan reviu
Rangkaian aktivitas da-lam pelaporan reviu dititikberatkan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokok,ya
mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesarahan atau
kelemahan yang ditemui, rangkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan ya',g telah dilakukan dan saran perbaikan yang
tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar
penJrusunan pernyataan telah direviu-
Hasil pelaporan reviu rnerupakan dasar bagi pereviu untuk rnembuat
pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:
a) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang

bersangkutan.

b) Reviu telah dilaksanakan sesrrai dengan pedoman reviu laporan
kinerja.

c) Semua informasi yang dimuat dararn lapora, revir.r adalah
penyqjian inanqjemen.

4.

7. Ruang lingkup ...
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Tfrjuan reviu adalah untuk keyakinan mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam
laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
Simpulan reviu yaitu apakah lapora:n kinerja telah-meny4jikan
informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan
perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas peny4jian
laporan kinerja yang belum atau belurn selesai dilakukan oleh
unit pengelola kerja.

Contoh Formuiir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak
larnpiran llr/ 1-2, dan contoh Forrnulir cheeklisl Reviu terdapat pada
anak lampiran III/2-2.

;

CONTOH PERNYATAAN ...
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ANAK LAMPIRAN III/ 1-2

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

I
t--- |
ll

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN / LEMBAGA/ PEMDA

TAHUN ANGGARAN

Karni telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintalr

(Kemente tiart/Lerc'ba"ga/Pemda) untuk tahun anggaran """ sesuai

pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. substansi intormasi yang dimuat

dala,. Laporan Kinerja rnenjadi tanggung jawab manajemen

Kernenteri an / Letnbaga/ Pemda'''' " "
Revirrbertujuanunfirkrnemberikankeyakinanterbataslaporankinerja
telah disajikan secara akurat, andal' dan valid'

I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Berdasarkan reviu kami, tid.ak terdapat kondisi atau' hal-hal yang

menimbulkan perbed.aan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam laporan kinerja ini'

(Nama Kota), (ta-nggal, bulan, tahun)

Inspektur

(nama Penanda tangan)

NIP

I
I
t
I
I
l'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t

CONTOH FORMULIR ...
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ANAK LAMPIRAN llr/2-2

CONTOH FORMULIR

CHECKLIST REVTU

PernyataanNo Check list

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah
menarnpilkan data Penting IP

2. LKj telatr menyajikan informasi
target kinerja

3. LKj telah menYajikan caPaian
kinerja IP Yalg memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi Pada
badan laporan

5. Telatr menyajikan upaya perbaikan
ke depan

6. Telah menyajikan akuntablitas
keuangan

II Mekanisrne I t. LKj IP disusun oleh unit kerja
pen5rusunan I V".rS memiliki tugas fungsi untuk

Iit
l r. Informasi yang disarnpaikan dalarn

I 
"ra: 

telah didukung dengan data
I v.t g memadai
I s. Telah terdapat mekanisme

I n.rrvamPaian data dan informasi

I dari unit kerja ke unit Pen5rusun
I Lrj
| +. Telah ditetapkan penanggung

I j.*^b pengumpulan
I data/informasi di setiap unit kerja

I s. Data/informasi kinerjaYang
i ai.u.-paikan dalam LKj telah

I aiy"i.ini keandalannya
I O. Anatisis/penjelasan dalam LKj

I tetatr diketahui oleh unit kerja
I terkait
l r. LKj IP bulanan merupakan

| *"orngan PartisiPasi dari
I aiuawahnya.

IU Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuai dengan tujuan/ sasaran
dalam perjanjian kinerj a

2. Tujuan/sasaran dalarn LKj telah
selaras derigan rencanra strategis

3. Jika brrtir 1 dan 2 jawabannYa'tia.t, 
maka terdaPat Penjelasan

yang memadai



4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuai dengan tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja

5. Tujuan/sasarEul dalam LKj telah
sesuai dengan tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya
tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai
Telah terdapat perbandingan data
kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan sebagainya yang
bermanfaat
IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran

9. Jika "tidak" telah terdapat
penjelasan yang memadai

10. IKU dan IK telah SMART

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
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